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PERATURAN MENTER! KESEl-IAT.A.N REPUSLIK l\JDONESIA 
NOMOR 1682/MENKE8/F'ER/Xll/2DC5 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KEF~JA RUMP.H S,\KIT 
JANTUNG DAN PEMSULUH .DARAH HARAPA~J Kii A JAKARTA 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KE3EHATAN REPUBLIK l~JDONE31A I 

: a. bahwa dengan ditetapkar 1nya Pera~urnr Pemerintah Nomo I 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaar. Keuangan Sadan 
Layanan Umum, maka perlu dilak•Jl\a 1 penataan kembali 
Organisasi dan Tata Kerja Rurr:ah Sakit Jantung dan 

. _Pembuluh Darah Harap1n l<ita Jakarta ; 

b. bahwa sehubungan dengan butir ~~ tenebut di atas, perlu 
menetapkan Organisosi dan Tata Kerja F :umah Sakit Jantung 
dan Pembuluh Dara:1 Harapan Kit :i Jakarta dengan 
Peraturar. Menteri Kesehotan ; 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 'i 99L tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Nomo,· 100 T3hw 1 1992, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

2. Undang-undang Nor.10r 17 Tahun ?.0')2 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negma Nornor 47 Tahun 2003, 
Tambahan Lembaran 1\Jegara· Nornor 4286); . 

3. · Undang-undang N0r.i'J1 1 J";,hur 2004 tentang \ 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Ne9ara Nomor 5 Tahun 
2004, Tambahan Lemb2,·an Negara Norn ::>r 4355); 

4. P'eraturan Pemerintah Nomor 23 Ta~un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layan8n Umum (Lembaran · 
Negara Tahun 2005 Nomor 48 , Tami.Ja:rnri Lembaran Negara \ 
Nomor 4502); 

5. Keputusan Menteri K ;;sahatan Nomor 
631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Peeloman Peraturan Internal 
Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di l~umah Sakit; 

6. 'Keputusan Mentf'!ri K~sehatan Nomor 
1243/MENKES/SK/Vlll/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga 
Belas) eks Rumah S&kit Perusahaan Jawatan (Perjan) 

1 

Menjadi Unit Pelaksana Teknis (LJPT) Departemen I 
Kesehatan Dengan Menarapkar 1 Pola Pengelolaan i 
Keuangan Sadan Layanan Jmum; j 

7. Keputusan Mentmi K.~sehatan Nomor 1 

1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang 01 gani3asi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatari; 
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Memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayag11.1aan Aparntur Negara dengan 
Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tc;nrg;i l 26 Desember 
2005; 

Mene::tapkar 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAi-l SAKIT JANTUNG 
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KIT,t, JA~'.ARTA . 

SABI 
KEDUDUKAN, TUGAS C'AN FUNGSI 

Pasal 1 

(1) Rum ah Sakit Jantung dan Pernbuluh Darah Harapein Kita Jakarta yang 
selanjutnya disebut RS Jant•Jng dan Pembuluh Darah Hare:pan Kita Jakarta 
adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departe nen Kesehatan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada D1rekt1ir Jenderal Bina 
Pelayana 1 Medik Departemen Kesehatan. 

(2) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dipiripin oleh seorang 
Kepala yang disebut Direktur Utama. 

Pasal2 

RS Jantuhg dan Pemouluh Darah Harapan Kita Jakaria mempunyai tugas 
menyelenggarakan upaya penyembuhan da11 pemulihan yar.J dilsksanakan secara 1 

serasi, terpadu, dan berkesinambungan me;c:!l 1Ji peningkatan kesehatan dan 
pencegahan serta upaycr rujukan. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirraksud pad[· pasal 2, RS Jantung 
dan .Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta menyelenggara:(an fungsi : 
a. u·pkya pel,ayan9n penjngkatan kesehatan; 
b. upaya pencegahan terjadinya penyakit j8ntur1g dan per.1buluh darah; 
c. upaya Pelayanan periyembuhan terhadap pasien penyakit jantung dan 

pembuluh darah; 
d. upaya rehabilitasi terhad$p pasien penyakit jantung dan perr.buluh darah; 
e. pelayanan rujukan; 
f. pengelolaan sumoer daya manusia; 
g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 
i. pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan . 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 

Struktur organisasi RS Jantung dan Pembuluh Darah Hara!Jan Kita Jakarta terdiri 
dari: 
a. Direktorat Pelayanan; 
b. Direktorat Penunjang; 
c. Direktorat Keuangan; 
d. Direktorat Umum dan Sumber Daya_ Manusia; 
e. Unit-unit Non Struktural. 

Pasalf) 

Struktur Organisasi Ramah Sa kit Jantung dan Pembuluh De; rah Harapan Kita 
Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan in:. 

Pasal0 

(1) Direktorat Pelayanan dipimpin oleh seoran£1 Drrektur yang i)E rada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Utama. ' 

(2) Direktorat Pelayanan mempunyai tuga~ mehksanakan r ' en~ eiolaan pelayanan 
medik, asuhan keperawatan, keteknisian, pengendal :an infeksi nosokomial 
serta melaksanakan pengelolaan pr0m0si dan pemasaan rumah . sakit, 
pelayanan pelangg .. m dan pelayanan b<=lntur:1 caritas. ' 

Pasa:7 

• 
Dalam melaksanakan "tugas sebagaimana dimaksud paLJa 11asal 6, Direktorat 
P6layanan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana sistem pela)'anan medis, keperaNatc-.n, dan keteknisian 

serta promosi dan pemasaran; 
b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, !<eperawata11, de: n keteknisian serta 

promosi dan pemasara~; 
c. pengendalian, pengawasan dan e·1aluasi mu·~u pelay~r. ;::in rredis, keperawatan , 

9an keteknisian serta promosi dan pemasaran secara b :;rkE sinambungan . 

[1ir·3ktorat Pelayanan terdiri dari: 
a. Bidang Medil< dan Keperawatan; 
b. Bidang Prornosi dan Pemasaran; 
c. Kelor npok Jabatan Fungsional. 

Pasa18 

.... _, 
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Pasal9 

Bidan~ Medik dan Keperawcitan mempunyc:1i tL :g<is melakscin<i :<in pengelolriCJn 
kebutunan pelayanan medis dan keperawatan r.:lwat jalan, p'31;Jy man rawat inap, 
dan pengendalian infeksi nosokomial serta melakuk;_m bimbir1 :J~ n dan peningkatan 
mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksL..d pada Pas~I 9. Bidang Medik 
dan Keperawatan menyelenggara1~an fungsi: - ' 
a. penyusunan rencana kebutuhan tenaga med is, keperawar:1r, t 3knisian dan non 

med is; 
b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemaritauan, e-.;a'u< si kegiatan dan 

mutu pelayanan medis; • 
c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta kcordir12si pengusulan 

peralatan medis. 

Pasal 1 i 

Bidang Medik dan l<eperawatan terdiri dari: 
a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan ; 
b. Seksi Pelayanan Rawat lnap; 
c. Sel<si Pengencfalian lnfeksi Nosokomial. 

Pasal 1? 

(1).Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunya; L.1~as melaku:, ::;i n ;1enyiapan bahan 
penyusunan k13butuhan sumber daya pelayaran rawat ja !ari t idang med is dan 
keperawatan di mwat jalan. 

(2) Seksi Pelayanan Rawat lnap mempunyai tu~2s melakul :.:i n r'enyiapan bahan 
penyusunan k13butuhan sumber daya pelayanan rawat 1n : 11.:, t:, dang med is dan 
keperawatan di rawat inap. 

(3) Seksi ren~1endalian lnfeksi Nosokomial mempunya : tu;ias rnelakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pt..nJendalian in~eks : rosokomial. 

Pasal 13 

Bide.mg Promosi dan Pemasaran mempunyai tuQas melak . a:-ia~an penjelolaan 
promosi da·1 pemasaran, kemitraan, pelayanan !Jelanggan SE..lta ~eiayanan caritas . 

Pasal 14 

Dala,n melaksanakan tugas sebagaimana dir. 1ak~;cd pada P3sal 13, Bidang 
Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan ~L..ngsi : 
a. penyusunan rencana kebutu1an promosi dan pemasrt ran , kemitraan , dan 

relayanan pelanggan serta pelayanan banhian r,aritas; 
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b. koordinasi pelc: <sanaan, pengt.:ndalian, pemantauan, evaluasi kegiatan promosi 
dan pemasara11, :<Emitraan, dan pelayanan pelanggan serta pelayanan bantuan 
caritas. 

Pasal 15 

Bidang Promosi d;rn F ~mc:isarar. t3rciri dari : 
a. Seksi Pemasa· an; 
b. Seksi Pelayanim Pelanggan; ... 
c. Seksi Pelayan <.l"l C'aritas. 

Fasal 16 
• 

(1) Seksi Pemasaran :nempuny;::ii tugas melakukan penyiap=in bahan penyusunan 
kebutuhan sumbe• daya promosi, pemasaran dan kemitraan serta upaya 
prqmosi dan pemcisaran lainn~·a. 

(2) Seksi Pelayaric~ . 1 r)elanggan menipunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan kebutuhan sumber' d.1ya pelayanan pelanggan serta upaya 
pelayanan pelang 11an lainnya. 

(3) Seksi Pelaya11an Caritas memr;unyeii tugas rnelakukan penyiapan baha n 
::ienyusunan kebutuhan surnbe; daya pelayanan caritas ·serta upaya pelayanan 
caritas lainnya. 

Pasal 17 

(1) Diretctorat Penunjang clipimp in obi ~eorang Direktur yang be rad a di bawah dan 
bertanggung jav;a;) kepad 3 Direktur Utama . 

(2) Direktorat PenunjE.ng me1 npury2i tug as melaksanakan pengelolaan pelayc. nan 
penunjang berupa pere.1ca11aa11, pemeliharaan, pencatatan logistik c'an 
inventarisasi s3rar 1a medik rlan ~arana non medik pada seluruh IJ11it Pelaksana 
Fungsional sert2 melakL:kan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan 
penunjang medik. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, DireK~orat 
Penunjang menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan re.1c.:ina sistE?m penunjang pelayanan sarana medik dan sarana 

non medik; 
b. koor-:linasi pE::lak~J ~naan pe 1rnnjang pelayanan sarana rnedil< dan ~arana non 

medik; 
c. pengendalir.ir., pf .1gE -Nasan dan evaluasi mutu penunjang pelayanan saran a 

medik dan sc:,rsn;.." non medik. 

Pasal 19 

Direktorat Penunj2nq terdiri dari : 
a. Bidang Sara-1a f\ 1edik; 
b. Bidang Sara 1a ~ ,.)n Medik; 
c. Kelompok .Jc;.bat<rn Ftmgsional. 
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Pasal2C 

Bidang Sarana Medik mempunyai tugas m'3lakseinakar, perer:canaan, pengadaan, 
pemeliharaan, logistik dan inventarisasi sarand me:lik . 

Pasal21 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimDksud pada pasal 20, Bidang 
Sarana Medik menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan saranc1 serta fasilitas 

penunjang pelayanan medik; 
b. l;oordinasi pelaksanaan, pengendalian, remantauan , e\ ·aluasi kegiatan 

pemeliharaan, logistik dan inventarisasi sc.rana medik; 
c. pengump:ulan dan pengolahan data utilisasi serta kc.Jrdi iasi pengusulan 

penunjang pelayanan sarana medik. 

Pasal22 

Bidang Sarana Medik terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Medik : 
b. Seksi Pemeliharaan Sarana Medik; 
c. Seksi Logistik dan lnventarisa:.;i Sarana M3dik. 

Pasal20 

(1) Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Med ii\ mempur:ycd :ugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan saran<:t mE dik; 

(2) St.ksi Pemelihataan Sararia Medik mempun1ai tugas rnela cukan penyiapan 
bahan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana mPd i'.<; 

(3) Seksi Logistik dan lnventarisasi Sarana :v1E''fk mempuriyai ~ugas melakukan 
penyiapan bahan pendistribusian logistik dan invetarisdsi sara;ia medik. 

Pasal24 

Bidang Sarana Non Medik mempunyai t~~as melaksc:. 1ak;1n perencanaan , 
pengad.aan, pemeliharaan, pencatatan logistik dan inventarisdsi ~ a:-ana non medik. 

Pasal25 

Dalam melaksanakan tugas s&bagaimana :iimaksud paciei ~ asal 24, Bidang 
Sarana Non Medik rnenyelenggarakan fungsi: 
a. pcmyusunan rencana kebutuhan dan pergadaan sa,·a11a dan fasilitas 

penunjang pelayanan non medik; 
b. koordinasi pelaksanaan, " pengendalian, '1emantauan, evaluasi kegiatan 

pemelit araan, logistik dan inventarisasi s3rana non medik; 
c. pengumpulan dan pengolahan data util1susi serta koorc inasi pengusulan 

penunjarig pelayanan sarana non medik. 
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Pasal26 

Bidan~ Sarana Non Medik terdiri dari : 
a. Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Non Mecl ik; 
b. :)eksi Pemeliharaan Saran'a Non Medik; 
c. Seksi Logistik dan lnventarisasi Sarana Non Medik. 

Pasal27 

(1) Seksi Perencanaan Pengadaan Sarana Non Medi I< rn ~mpunya i tug as 
melakukan penyiapan bahan penyusunan renc.;ana dan p t:- n ~a :::laan sarana non 
medik. 

(2) Seksl' Pemelihara8n Sarana Non Medik rnempuny1.=i i tl gas melakukan 
pehyiapan bahan penyusunan kebutuhan tJemeliharaan SF1ran '.l non med ik. 

(3) Seksi Logistik dan lnventarisasi Sarana Non Med ii< m =mpunya i tugas 
melakukan penyiapan bahan distribusi logistik dan in" ")tari ;asi saran a non 
medik. 

Pasal28 

(1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang !)en da di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Utam::i . 

(2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas rnelakukRn pe:1ge .Jlaan keuangan 
rumah sakit yang meliputi penyu3unan dan ·;val 1asi anggaran , 
perbendaharaan dan mobilisasi dana serta aku .1tansi dan 'terif ikas i. 

Pasal29 

Oalam rr:elaksanakan tugas sebagaimana di;11t.1ksud pac-J P::i~ 3j 28 , Direktorat 
Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan r.1obilisasi dana, 

penyusunan dan e"'.aluasi anggaran serta akuntansi dan vdim asi; 
b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perb'3nd3haraan d e:~n mobil isas i dana, 

reriyusunan dan evaluasi anggaran, serta akur.tansi dan ''erifik2si; 
c. rengendalian, pengawasan dan eva1uasi peldksr1 ;1aan kegiatan 

perberdaharaan dan mobiiisasi dana, r-enyusunan da ·1 evaluas i anggaran 
serta ak .. mtansi dan verifikas1. 

Pasal 30 

Direktorat Keuangan terdiri dari: 
a. Bagia'n Perbendaharaan dan ~1obilisasi Dana; 
b. Aagian Akuntansi; · 

• . . r . 
c. Kelompol< Jabata:n Fungsional. 
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Pasal 31 

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai 'tl 1ga~ melaksanakan 
urµsan an~garan, tata rekening dan perbendaharaan, pengAn•Jalian serta e:valuasi 
anggaran. 

Pasal32 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad8 Pasal 31, Bagian 
Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelE;ngg3rakan fun~isi : 
a. melakukan kegiatan anggaran; 
b., melakukan kegiatan tata rekening ; 
c. melakuka'1 kegiatan perbendaharaan; 
d. melekukan )engendalian serta evaluasi anggarnn . 

Pasal33 

Bagia~1 Perbendaharaan..dan Mobilisasi Dar.a ~crc.ir i c!ari : 
a. Sub Bagian Anggaran; 
b. Sub Bagian Tata Rekening; 
c. Sub Bagian Perbendaharaan. 

Pasal34 

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugafi :nelakukan kq1 iatan pengendalian 
dan eval~asi anggaran. 

(2) Sub Bagian Tata _Rekening mempunyai tugas melaku.,an kegiatan tata 
rekening. 

(3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakuk<.Jn segala kegiatan 
perbendaharaan dan mobilisasi dana. 

Pasal3G 
. 

Ba~ian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akL ntansi keuangan , 
akuntansi manajemen serta verifikasi dan pembukuan. 

Pasal36 

oa;am melaksanakan tugas sebagaimana dima'<sud 
Akuntansi menyelen.ggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan l<egiaran akuntansi keuangan; . 
b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen; 
c. pelaksanaan .kegiatan verifikasi. 

' I • 

Pasal37 

Bagian Akuntansi terdiri dari : 
(1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan;· 
(2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen; 
(3) Sub Bagian Verifikasi·dan Pembukuan. 

8 
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Pasal38 

(1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tug as melakukan kegiatan 
akuntansi keuangz..n . 

(2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan 
akuntansi manajemen. 

(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan kegiatan 
verifikasi dan pembukuan. 

Pasal39 

(1) Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

(2) Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan 
penyusunan program kegiatan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Sumber Daya Manusia 
serta Rumah Tangga. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Direktorat 
Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta 

rumah tangga; 
b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia serta rumah 

tangga; 
c. koordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber daya manusia 

serta rumah tangga; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan sumber 

daya manusia serta rumah tangga. 

Pasal41 

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri dari: 
a. Bagian Sekretariat; 
b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Rumah Tangga; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasa142 • 

Bagian Sekretariat melaksanakan tugas kegiatan penyusunan program, 
ketatausahaan, sistem informasi manajemen rumah sakit serta evaluasi dan 
laporan rumah sakit. 

Pasal 43 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Bagian 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan laporan; 
b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 
c. pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakit. 

9 
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Pasal44 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Lap.Jra:i ; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Sub Bagian Sistem lnformasi Rumah Sakit. 

Pasal45 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Lape ran memp:.H1yri1 tugas penyiapan 
bahan 'penyusunan rencana program dan anggaran rurna '.·1 sa '< it serta evaluasi 
dan pelaporan rumah sakit. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan k8tatausahaan yang 
meliputi '<egiatan surat-menyurat, kearsipan ekspedisi pe11ggandaan, tata 
usaha bara.19 dan jcisa. 

(3) Sub Bagian Sistem lnformasi Rumah Sakit mcr,1punyai tu.Jas penyiapan bahan 
sistem informasi manajemen serta mengkoordina!>ikan kefJutuhan pengelolaan 
data elektronik rumah sakit. 

Pasal46 

Bagian Sumber Daya Manusia dan Rumah Ta11gga mempunyai tugas 
melaksanakan urusan kepegawaian, organisa3i dan tatRlaksana, hubungan 
masyarakat, protokoler dan urusan kerumahtanggaan . 

Pasal47 

Bagian s.~mber Daya Manusia dan Rumah T2ngga terdiri dari: 
a. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 

Pasal 48 

• 
(1) Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai t· 1gas melakukan 

renyiapan analisis kebutuhan pegawai, peny2daan pegf,·Nai, mutasi pegawai , 
tata usaha kep~gawaian dan penataan orQ2nisasi serta tatalal sana. 

(2) Sub Bagian Hubunga·n Masyarakat dan Protokoler m ~mpunyai tugas 
menyelenggarakan fungsi kehumasan dan protokoler. 

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakL1kan l<egiatan uruGan 
keamanan dan kebersihan rurnah t.akit, asrami::l atau ho~trl , halaman, taman, 
rumah pemulasaraan jena.zah, pemeliharaan kendaraa11 d rias dan rumah-
rumah dinas. 1 · 

10 
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BAB Ill 
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL 

Bagian Pertarna 
De·vVan Pengawas 

Pasal49 

(1) Di Hngkungan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapa1 i Kita Jakarta dapat 
dibentuk Dewan Pengawas. 

(2) Pembentukan, tug as, · fungsi, tata kerja d~n :<eanggotaar Dewan Pengawas 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pr;rundang-undangan yang 
berlaku. 

Bagian Keclua 
l<omite Medik, Etik dan Hukum 

Pasal50 

(1) Komite Medik, Etik dan Hukum merupakan lembaga fungsior.al nonstruktural, 
yang terdiri dari Subkomite Kedokteran dan Subkomite kep8rawatan atau 
keteknisian yang langsung berada dibawah Direktur Utamr-1 dan bertanggung 
jawab kepada Direktur Utama. 

(2) Keanggotaan Komite Medik, Etik dan Hukum dipilih dari wa:<il-wakil staf medik 
fungsional bagi Subkomite l<edokteran, atau pun dari wakil-wakil staf 
keperawatan atau keteknisian dalam bidang kardiovaskuler bagi Subkomite 
Keperawatan/teknisian. 

(3) Beberapa calon Ketuc;. S~bkomite Kedokteran dar' K1?.tua Subkomite 
KE.perawatan atau Keteknisian, dipilih di antara ang·JOta Subkomite 
Kedokteran dan Suokomite Keperawatan at:iu Ke-~ekn ! 3i3~ . sesuai dengan 
peraturan yang tel~h ditetapkan didalam rviedir;al Staf Bylaws 

(4) Direktur Utama menetapkan salah satu dari C'alon-calon Ket1 1a Komite Medik, 
Etik dan Hukum tersebut untuk menjadi Ketua Komite rv 1ec:ik . Etik dan Hukum 
Terpilih, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun. 

(5) Komite Medik, Etik dan Hukum mempunyai tug as memue •i~ an pertimbangan 
kepada Direktur Uta ma pal am . hal menyusun standar ~ 3layanan medik, 
perigawasan dan pengendalian mut11 pelayanan ~11 ed :!<, kemungkinan 
malapraktek dan pelanggaran etik profesi atau rna!;al :1h r ukum, serta hak 
klinis kh.usus bagi staf medik fungsional at.Ju pun sraf k :!perawatan atau 
keteknisian kardiovaskuler bt:rdasarkan kompetensi yang be1 sangkutan. 

(6). Komite Medik, Etik dan Hukum memberikan pertimba;-.g3r kepada Direktur 
Utama tentang penerimaan fenaga medik atau pun ten;:.ga l~eperawatan atau 
keteknisian kardiovaskuler untuk beke~ja Gi E:ladan Layanc.n Umum Rumah 
Sakit Jantung dan F'embuluh Darah Harapan Kita. 
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Bagian Ketiga 
Unit Pelaksana Fungsional 

Pasal51 

(1) l)nit Pelaksana Fungsional (UPF) adalah tempat pelayanan medik, pendidikan 
dan penelitian yang berada pada lini paling depan di rumah sakit. 

(2) UPF dipimpin oleh seorang Kepala UPF dalam jabatan nonstruktural yang 
ditetapkan oleh Direktur Utama. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala WPF dibantu oleh Sekretaris Unit 
UPF, staf medik fungsional, staf keperawatan, dan/atau staf teknisi 
kardiovaskuler serta staf lainnya dan bertangung jawab kepada m~sing-
masng direktur sesuai fungsinya. ' 

(4) Perubahan jumlah dan jenis UPF ditetapkan oleh Direktur Utama, disesuaikan 
dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian. 

Pasal52 • 

(1) UPF sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita Jakarta terdiri dari: 
a. UPF Poliklinik Rawat Jalan; 
b. UPF Kardiologi Anak dan IW Anak; 
c. UPF Diagnostik lnvasif dan lntervensi Non Bedah; 
d. UPF Ruang Rawat lnap GP II Lt. 3,4,5 dan 6; 
e. UPF UGO, CVC dan IW Dewasa; 
f. UPF Diagnostik Non lnvasif dan Pencitraan; 
g. UPF Paviliun Eksekutif Sukaman; 
h. UPF Bedah Jantung dan IW Bedah Dewasa; 

•i. UPF Prevensi dan Rehabilitasi; 
j. UPF Radiologi; 
k. UPF Kardiologi Nuklir; 
I. UPF Penunjang Kardiovaskuler (Neurologi, Penyakit Dalam, Gigi dan 

Mulut); 
m. UPF ICU, Anesthesi dan Perfusi; 
n. UPF Vaskuler; 
o. UPF Laboratorium dan Bank Darah; 
p. UPF Rekam Medis; 
q. UPF Gizi; 
r. UPF Farmasi; 
s. UPF Apotik dan Konsinyasi; 
t. LJPF Sterilisasi Sentral dan Loundry; 
u. UPF Pengadaan Barang dan Jasa (Purchasing) 

(2) Perubahan jumlah dan jenis UPF ditetapkan oleh Direktur Utama, disesuaikan 
dengan kebutuhan dan pengembangan dalam pelayanan medik, pendidikan 
dan penelitian. 

12 
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Bagian Keempat 
Divisi Pendidir,:an dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 53 · 

(1) Divisi terdiri dctri Divisi Penclidikan dan Pelatihan dan Divisi Penelitian dan 
Pengembangan, brrsifat fungsi'.)nal dan bertanggung jawab langsung kepada 
Direktur Utama. 

(2) Divisi Pendid k...1n clan Pe 1 atih~n menyelenggarakan seluruh kegiata r .. 
pendidikan dan l:.'elatihan nom;truktL·.ral, baik bagi stat internal rumah sakit , 
maupun eksternal 1 umah sakit, beKerja sama dengan Departemen Kardiologi 
dan Kedokteran V. .2.kuler FKUI atRu institusi-institusi lainnya , dari dalam atau 
pun dari luar rumah sakit. · 

(3) Divisi Penelitian nan renger.1bangan menyele.nggarakan seluruh kegiatan 
penelitian, bekerja sama dengan Departemen Kardiologi clan Kedokteran 
Vaskuler FakultRs Kedo-<terar Universitas Indonesia (t-KUI) atau· institu.;;i
institusi lainnya, d~;i dala n at::iu pun dari luar rumah sakit. 

(4) Divisi dipimpin olell seor ang Kepe1la Divisi dalam jabatan nonstruktural yang 
ditetapkan oleh Dir,~ktur Utamc.. 

(5) Dalam melaksana~ ·an tug ~1snya, Kepala Divisi dibantu oleh Sekretaris Divisi, 
staf medik tunr.:isior al , staf ne.1gajar, st:lf peneliti dan stat lainnya . 

P::.isal 54 

(1) Divisi Pendidika!1 cian Pelatina .1 s~bagaimana dimaksud pacla Pasal 53 Ayat 
(1 ), terdiri dari : 
a. Bidang Medi!\; 
b. Bidang Kepern·.vatan atau ~~et~knisian; 
c. Bidang Non tv1F.dik. 

(2) Divisi Peneliti m 0;m Pengen-:bangan sebagaimana dimaksud pada Pa~; al 53 
Ayat (3), terdiri da; i: 
a. Bidang Ep·jer, :ologi Kardiovaskuler; 
b. 81dang Rirel ~ inik Kardiuvaskuler; 
c. Bidang Ka,·diol1Jgi Molekulcr; 

I d. Laboraturi"Jm F<.ekayasa t)io111edik; 
I e. Laboratoriun1 l:.~i natang Per cotaan. 
1 (3) Perubahan ju.nlah, jenis Divizi rlan bidang-bidangnya ditetapkan oleh Direktur 
/ Utama, dises Jaik;.rn dengan kebL.:tuhan dan pengembangan dalam pelayanan 
! medik, pendicdkan dan penelit:crn. 

i 
I 
I 
I 

I 
I 

dd£ian Kelima 
Deoci'~emen Kardiologi dan Kedokteran Vaskule~ 

F3kultas Kedo'<te, an Universitas Indonesia 

Pasal55 

Dalam keberadac i111y:-l di HS Jamung dan Pembuluh Darar. Harapan Kita Jakarta , 
Departemen Kare iolc Ji dan KedJ'<terc..n Vaskuler Fakultas Kedokteran UnivRrsitas 
Indonesia (FKU') b!~rsitat tungsional, berdasarkan Nota Kerja Sama dan 
Kesepahaman ar, ~ata Di!·ektur Utamc:: Jengan Dei<an .fKUI. 
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Pasal56 

• 

Departemen Karcliologi dan Kedokteran Vas.kuler FKUI bertanggung jaY..ab 
terhadap mutu dan s1.1bstansi ilmu penyakit janti.mg dan pembuluh darah, dalam 
hal pelayanan, pendidikan dan penelitian, sedangkan RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapa;1 l(ita Jakarta berta11qgung jawab terhadap manajemen, fas ilitas dan 
sarana yang dip8rlukan dalarn proses pelayanan, pendidikan dan penelitian 
tersebut. • 

8agian r<eenam 
Satuan PE::meriksaan Intern 

Pasal57 

(1) Satuan Pemeriksa,1n Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas 
me·1aksanak2n pemeriksaan intern rumah sakit. 

(2) Satuan Pemeril~sa ::1n lntun b8rada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Utama. 

BAB IV 
l(ELOM t=' OK JA9ATAN FUNGSIONAL 

Pasal 58 

Kelompok Jabatari F Jngsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan func : ~ ional mas1ng-rnasing berdasarkan peraturan perundang
undangan yang br;rlak·J. 

Pasal 59 

(1) Kelompok Jaba1a1' Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fung~ i o nr"' I yang' 
terbagi atas herb:1gai kelompok jabatan fungsional sesuai deng :rn b i d an~J 

keahl'annya. 
(2) Mas!ng-masin~ Ti: na~a Fungsional sebagaimana dimaksud pad a Ayat ( 1) 

berada di lin~lr.ung a n unit kerjd scsuai dengan kompetensinya . 
(3) Jumlah tenaga fu ;1gsional sebagGimana dimaksud pad a Ayat (1) ditentui<an 

berdasarkan k3butuhan dan br.ban kerja. 
(4) Jen is dan jenjang j?Jbatan fungsbnal sebagaimana dimaksud pac a Ayat (1 ) 

diatur berdasc;rkan peraturan r,erundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal60 

Dalam melaksan.1kar. tugasnya, set1cip pimpinan organisasi di lingkungan rumah 
sakit wajib meilf rc:p \ an prinsip i<oordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam 
lingkungannya rn :,siri J-masing sorta d3ngan unit-unit lainnya. 

14 
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Pasal61 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi 
penyimpangan wajib mengarr.bil lcmgkah-langkah yang diperlukan sesuai deng:rn 
ketentuan dan peraturan pen·11dang-undcmgan yang berlaku. 

Pasal62 

Setiap pimpinan sa1 uan org2nisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan ba,vahannya dan memberikan bimbingan serta pe:unjuk bagi 
pelaksanaan tugas bav. ahannya. 

P1sal63 

Setiap pimpinan sah.Ja'1 organisa5i •.vajib mengikuti dan mematuhi petunjuk d0n 
bertanggung jawab k~pada atasan serta menyampaikan".· laporan berkala pada 
waktunya. 

Pasal64 

Setiap laporan y&rig diterima cleh setiap pimpinan satuan organisasi c.ari 
bawahan, wajib di.)lati dan diperg~.mgkan sebagai bahan untuk menyusun laporan 
lebih lanjut dan ur1tuk niemberikan oetunjuk kepada bawahan. 

Pasal 65 

Para Direktur, Kepda Bidang, Ker;al~ Bagian, Kepala Seksi/Sub Bagian, Kepala 
Unit Pelaksana Fi ln.:i~ional, Kepala uivisi Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Divisi 
Penelitian dan P-3ng~mbangan .;;erta Kepala Satuan Pengawas Internal wajib 
menyampaikan ia Joran berkala kepaJ8 atasan masing-masing. 

Pasal66 

Dalam menyampai~ari laporan kepada atasannya, tembusan laporan · lengkap 
dengan semua la 11pir annya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional me.npunyai huou;igan kerja. 

Pasal67 

Dalam melaksan ~kan tugasnya, setic?p pimpinan satuan organisasj dibantu oleh 
Kepala Satuan C rg3nisasi di buwahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
dan pembinaan ke~)ada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

15 
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BAB VI 
'E8.ELON 

0 asal68 

Eselon RS Jantung dan Pcmbuluh Dmah Harapan Kita Jakarta terdiri dari : 
a. Direktur Utarna adalah jabatan struktural eselon II.a; 
b. Direktur adalah jabatan ~truklural eselon 11.b; 
c. Kepala Bidang da11 Kep·:!la Bagian e1dalah jabatan struktural eselon Ill.a; 
d. Kepala Seksi dan Kepala Sub B.:.gic.n adalah jabatan "Struktural eselon IV.a. 

BAB VII 
KE l"ENTUAN DAN PENUTUP 

Pasal69 

Perubahan ata$ su 3unan organisasi dan ta ta kerja menu rut Peraturan ini 
ditetapkan oleh Meriteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan teriulis dari 
Menteri yang berta:iggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Ne£1ara . 

Pasal70 

Tatalaksana dar' P&1 aturan ini al~an diatur lebih lanjut dengan Peratur~.m Menteri 
Kesehatan. 

Pasal71 

Peraturan ini mulai terlaku sejak tc..nggal ditetapkan. 

• 
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